~ BABI
'PENDAHULUAN

1 1. Latar Belakang Masalah
7 Indonesia adalah Negara yang berkembang, dari segi ekonom1 pendldlkan
' ,"dan perdagangan bebas Hal ini sejalan dengan adanya kemajuan dalam berbagai -
a - bidang perkembangan suatu masyarakat dalam segala bldang memmbulkan'
3 poerkembangan peraturan hukum Perkembangan dan pertumbuhan peraturan ,
: “hukum tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnyar
o peraturan tersebut, kelndupan dan keamanan menjadi lebih baik karena b1dang 2
- Vbldang baru ‘yang semula belum ada aturan hukumnya menjadl ada aturan
hukumnya selam 1tu pada hal yang sudah ada aturan hukum sebelumnya dapatr
' 'dllengkapl karena semakin kompleksnya keglatan masyarakat yang harus dlatur '

5 Perkembangan dari peraturan hukum - sudah pasti berdampak pada mungkm .

: lahlrnya jumlah pelanggaran baru terhadap baru tersebut. R
Letak geograﬁs Negara Indonesm yang berpenduduk Sekitar 200 Juta lea, .

- lebih, dengan daratan seluas lebih kurang l 9 Km perseg1 lautan (perbandmgan dan '

lautan adalah 1:4) merupakan w11ayah yang sangat rawan bagi penyebalan dan

pekembangan masalah penyalahgunaan narkotika." Tidak dapat dlpungkm -

. maraknya lalu lintas perdagangan narkotlka dan pSIkOtI'Oplka d1 Indonesm berasalr -

posisi Indonesia yang terletak - diantara dua benua . dan dua samudra yangv
mengelilingi Indonesm membuat lalu hntas perdagangan menjadi lebih mudah"' _
- Tanah Indonesia j Juga subur untuk kultlvas gelap tanaman ganja Juga berpoten51
s pada tlngkat penyalahg1maan ganja o
' ‘ Penyalahgunaan narkotlka sudah sampal pada taraf mempnhatmkan bukan '
» hanya kuantltas penyalahgunaannya yang semakm banyak dan meluas akan tetapl »
- penggunanya juga telah men_]alar hampir ke setlap laplsan masayarakat mulai dari :

) anak dlbawah umur, pelajar, hingga pej jabat negara pun terlibat dalam tindak pidana -

: ot Lydla Harhna Martono & Satya Joewana, MembantuPemulthan Pecandy’ Narkotzka dan
: Keluarga Balai Pustaka, Jakarta 2005, him. 1
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| narkotika ini. Peredaran narkotlka d1 Indonesia mempunyai kecenderungan
‘>menmgkat dan yang sangat menjadi perhatlan besar pengguna narkotika saat ini
/mulal dilakukan oleh aparat pemenntahan bahkan para penegak hukum 2
Dari data perkembangan  penggunaan narkotlka di Indones1a Angka
: 4Preva1ens1 terhadap narkotika mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadli |

~ penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalen51 pada angka 2,23 %

,' pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77
B :% dan pada tahun 2019 pada angka 1 80 %. Dlsampmg itu, menurut Data Angka_ :
| Prevalen51 Nas;onal tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakal narkotika
kme'njadj bérhehti menggunakan dan tidak mengkonsumsi narkotika kembali, terjadi
penurunan sekitar 0,6 % dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40 %) menjadi 3,41 juta jiwa
(1,80 %) sehmgga hampir sekitar satu _]uta jiwa penduduk Indones1a berhasil
: dlselamatkan dari pengaruh narkotika?
' United Nations Office on Drugs and Crime ﬂINODC) menyatakan bahwa
' fadanya penambahan temuan zat baru Narkoba lebih dari 950 j jenis sampai dengan<
: Desember 2019. Sementara di Indones1a ‘berdasarkan data Pusat Laboratonum-
BNN sebanyak 83 jenis Narkoba baru telah berhasil terdetekSI dimana 73 Jems ;
'Narkoba baru tersebut telah masuk dalam Permenkes No.22 Tahun 2020 4
a - Dari data yang dikeluarkan oleh Badan penyalahgunaan narkotika tersebut
berbandmg lurus dengan perkembangan aturan hukumnya di Indonesm tercatat

' perubahan hukum nasmnal terkait narkoba telah mencapai tiga kali pergantlan dan .~

- perubahan Pertama, mencabut hukum  kolonial Verdoovende Mtddelen
Ordonnantie (Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536) dan menetapkan Undang — Undang
' Repubhk Indonesw No. 9 Tahun 1976 setelah mengesahkan Konvensi Tunggal»
-PBB tentang Narkotik 1961. Kedua, setelah pengesahan Konvensi PBB tentang
; P51kotrop1ka 1971 dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap
: Narkotik dan Ps1kotr0p1ka 1988, IndoneSIa memberlakukan Undang-Undang Rl

2 Dahlan, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna

" Narkotika, Yogyakarta: Deepublish Yogyakarta.,2017, him. 4.

3 hitps://bnn.go. 1d/press—release—aldnr-tahun—2019 diunduh pada tanggal 24 Mei 2021 Pukul
22.00 WIB

* “https://bnn.go. 1d/press-release-aklnr—tahun—ZOZO diunduh pada tanggal 24 Me1 2021 Pukul
22.00 WIB :
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No. 5 Tahun 1997 tentang P31kotrop1ka dan mengesahkan perubahan Undang—
Undang Narkotika menjadi UU RI No. 22 Tahun 1997. Ketiga, menggabungkan
v Undang-Undang Psikotropika ke dalam- Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2009‘
~ tentang Narkotika®. . ,
Mesklpun sudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 35' Tehun 2009 '
tentang Narkotika pada tanggal 14 September 2009, menurut Badan Narkotlka -

" Nasional (BNN) masih terdapat beberapa permasalahan dalam Undang—Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotlka dan masih perlu dllakukan'
penyempumaan ‘sebagai upaya untuk menguatkan langkah pencegahan dan |

‘ pemberantasan penyalahgunaan Narkotlka, misalnya terkait pendeﬁmsnan Pecandu

b= ~ Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;\ Zat

" Psikoaktif Baru; serta standar 'pelakéanaan : rehabilitasi medis “dan sosial;
Penyempumaan rumusan ketentuan Pidana; dan Penegak Hukum Tindak Pidana
' Narkoﬁk. Hal ini yang mendasari dan mendorong perlunya ada penelitianv terkait
dengan imbler’nehtasi Uhdang-Undeng'Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotike
" lebih lanjut.$ - '

Undang—Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotlka yang saat ini -
‘ dlgunakan untuk mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan :
- penyalahgunaan Narkotika tidaklah serta merta dapat mengendalikan peredaran dan
1 penyalahglinaan Narkotika di Indenesia. Karena Narkotika dapat dengan mudah
membuat‘ seseorang kecanduan bahkan samapai tidak bisa berhenti untuk
B men'gkonsumsi‘nyvaw sampai akhirnya beraldbai pada kematian yang cepat dan tidak
wajar. - |

| ~ Narkotika adalah zat atau obaf yangA berasal dari tanaman atau. ‘bukan
. tanaman, baik smtes1s maupun sem151nte51s yang dapat menyebabkan penurunan |
atau perubahan kesadaran, hllangnya rasa, mengurangi dan menghﬂangkan rasa

nyeri, serta memmbulkan ketergantungan : Begltu pula dengan p51kotr0p1ka, adalah

’ 5 http://jabar.tribunnews. com/2016/06/ 18/revisi-uu-Narkotika-j Jangan-dndlkte-berbegal-
kebuakan—global diunduh pada tanggal 25 Januari 2021 Pukul 19.30 WIB.
~ ®Draft Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Narkotxka versi BNN Tahun 2017;
hal 5-9
o1 Undang-undang No. 22 talhun 1997 tentang P51kotrop1ka Pasal 1 Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 1997 No. 67.
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zat atau obat, baik alamiah maupuﬂ sintesis bukan narkotika, yaﬂg'berkhasiat
‘psikoaktif melalul pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan
- perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku®. , S
Penyalahgunaan Narkotika sudah disebut sebagax kejahatan terhadap
kemanusman Karena Narkotika dlanggap mem111k1 pengaruh negatlf dan
menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan. Kejahatan itu pada dasarnya‘
' merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa mengatakan bahwa yang disebut
kejahatal_l sebagai gejala sosial tldak . semata-mata, merupakan tindakan yang
. d’ilafang:hukum,v tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan
- psikologis, fetapi ﬁndakan—tindaka;n tersebut merugikan dan melanggar
g kepéntingan masyaxakat.9. Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagairnana
yang dij elaskan oleh Mustafa, titik tekan penentuan apakah suatu p_eﬁlakti diapggap
ke ahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan'® . |
Sebagai’ kejahatan narkotika yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, -
kini narkotika sudah sangat mengkhaWaﬁrkan bangsa kita dan seluruh barigsa di
‘dunia saat ini. Prbdﬁksi dan peredarém narkotika begitu masif beredar di tengah-'
tengah masyarakat kita. Banyaknya mafia narkotika yang beredar- di Indonela' '
| seakan seperti tdak dapat terbendung 1ag1 Para mafia narkotika sudah- mula1
merambah kepada aparat pemermtahan dan para penegak hukum sebagai pengguna

' maupun sebagai pengedar di bangsa Indones1a dan berbagai ‘belahan’ dunia,

i mesklpun seluruh bangsa memerangi kejahatan ini.

Pemberantasan tindak pldana na_rko’uka mehbatkan seluruh bangsa di.

: 'Inonesm bahkan di seluruh dunia, namun hal ini tidak membawa penurunan pada

g tmgkat peredaran gelap narkotika yang sermakin tinggi dan meluas Keja.hatan

narkotika merupakan extraordmary crime. Extraordmary crime adalah sebagai
* suatu kejahatan yang sangat berdampak besar dan multi dlmensmnal terhadap
 sosial, budaya, ekonomi dan poli'tﬂr(v serta begim dahsyatnya dampak negaﬁfyang

) 8 Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1, Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1997 No. 10.
v -2 Mustafa, Muhammad, Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Krzmmalztas Perilaku
menyzmpang dan Pelanggar Hukum, FISIP UI Press, 2007, him.17.
. 10 Bhakti = Eko Nugroho, htpp: //catatan-orang—blasablogspot com/2008/ 12/benarkah
penggunaan—drugs-adalahhnnl, diunduh pada tanggal 26 Januari 2021, pukul 08.00 WIB.
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diakibatkan oleh kejahatan ini. Untuk itu extraordinary punishment sangat
- dlperlukan untuk jenis kejahatan yang sangat luar biasa di seluruh’ bangsa-bangsa |
1 d1 dunia sebagai transnational crime'!. ‘

Peredaran narkotika di Indonesxa dapat dinilai sangat mudah. Karena tldak‘
~ dapat klta pungkiri bahwa beredamya narkotlka di Indonesw jika dxhhat dari aspek

o yuridis adalah sah keberadaannya, karena Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2009

S entang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotlka tanpa izin oleh undang-: L

undang Hal i dlsebabkan karena sebenarnya penggunaaan Narkotlka sangat

- diperlukan dalam bldang kesehatan. Akan tetapi saat ini senng sekah penggunaan . kR

: : ;_-narkotlk_a:bukan untuk kepentingan pengobatan dan 1lmu_pengetahuan, r_nasyarakat' '
: - f‘srering ménggunakah narkotika - ’dengan!rdosis yang besar sehingga dapat
ks “memabukkan dan’ ketagihan. Hal inilah yang Vakhrirnya Amenjédikrau:l peredaréh
* ,narkotika sebagai ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembéhg pesaf 'yéng fnaha

: keglatan ini berdampak sangat keras pada rusaknya mental ba1k ﬁs1k maupun pSlle -
pemakal narko'uka khususnya generasi muda di Indonesia. ,

' Sejalan dengan memngkatnya penyalahgunaan narkoba pemermtah
'melakukan pemndakan tegas para smdlkat dan pengedar dengan membenkan-

hukuman berat, bahkan sampai hukuman mati. Selain itu bagi korban pengguna

.~ atau pecandu pemermtah telah mengupayakan untuk mengurangi dampak buruk
- akibat’ pengglmaan narkoba yaltu dengan cara membenkan fasﬂltas rehablllta51
‘:balk secara medls maupun sosial. Hal ini dllakukan agar korban pengguna narkoba .
dapat kembah sembuh menjadl manusm produktlf mampu bekelja memenuhl
- kebutuhan kehldupan -serta keluarganya, dan menjadl generasi bangsa yang sehat '
© " dan kuat. -
' Namun keblj akan untuk menempatkan korban pengguna narkoba d1 tempat

‘rehablhta51 t1dak dapat berjalan secara ba1k ‘karena masm terbentur ‘dengan _
. ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam -

hal ini korban pengguna narkoba sampa1 sekarang ini masih diposisikan sebaga1

11 A Kadarmanta, Kejahatan narkonka Extraordznary crime dan exrraordmary punishment,

http://kej ahatan-narkotlka-e‘draordmg;y-cnme html, dlunduh pada tanggal 26 Januari 2021 pukul '
(08.00WIB. ,
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T d1rehab111ta51

e pelaku t1ndak pldana, aklbatnya mereka tldak memperoleh perawatan dan.
: pemuhhan secara maksimal karena harus mendekam di dalam pen_]ara |

- Padahal jika - dicermati khususnya dari perspektlf medis; banyak ahh A

o berpendapat bahwa sebenarnya para 1nd1v1du pengguna narkoba merupakan korban s

 sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan gelap narkoba yang sulit

melepaskan dm dari ketergantungan Walaupun mungkm sebenamya paraf |

- ~ pengguna tersebut ingin lepas dari jeratan narkoba yang membehtnya, namun RO

‘karena syaraﬁiya sudah teracuni candli dleh zat adiktif maka hal itu sangat sulit
dllakukan Oleh karena itu, pengguna atau pecandu memerlukan penanganan yang
- berbeda dari pas1en pada umumnya '

Menurut perspektlf yuridis, pengguna narkoba tidak dapat dlkategorlkan

2 sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan’ haruslah memmbulkan R

i korban dan korban itu adalah orang lain (an act must take place that znvolves harm '
mjltcted on someone by the actor). 12 Pandangan inilah yang kemudlan o

‘mengarahkan pada pemahaman bahwa pengguna narkoba merupakan salah satu'

‘,:bentuk dari kejahatan tanpa korban (crzme without wctzm) ‘Hal itu beram apablla :
hanya diri sendiri yang menjadi korban maka hal tersebut tidak dapat dlkatakan ;
'-Asebagax kejahatan sehingga tidak dapat dihukum. » ,
" Dalam konteks pemidanaan korban penyalahgunaan narkoba permasalahan _

‘muncul keuka ancaman pldana yang dirumuskan Undang—Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotlka ‘masih terdapat kontramdlks1 kerancuan, ketldaksesualan i
- dan j Juga keragamaan dalam menerapkan produk hukum tersebut, terutama dalam

— menentukan sanksmya Di satu 51s1 pengguna narkoba dipidana penjara, di s151 lam :

, Mesklpun Undang Undang telah menyebutkan secara Jelas bahwa korban ,'
pengguna narkoba ‘berhak men_]alam pengobatan dan/atau perawatan melalul o

b rehab1htas1 namun pada kenyataannya _]arang sekali Hakim memilih menjatuhkan |

hukuman I'ehabllltaSI. Berdasar fakta, walau d1wa_] ibkan untuk merchabilitasi tetapi

: - 2Djkdik M Arief Manshur dan Elxsatrls Gultom. Urgensx Perhndungan Korban Ke_lahatan‘
Jakarta: PT RaJa Grafindo Persada. 2007, him. 125. :
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pemldanaan yang dlterapkan terhadap korban pengguna narkoba ma51h berupav
pldana penjara

Contohnya penyalahgunaan narkotlka di w11ayah Tangerang, dan data yang

dldapatkan pada Polres Metro Tangerang Kota, pada tahun 2020 tercatat ada 264 o

| kasus penyalahgunaan narkoba. '3 Dlantaranya terdapat pengguna narkoba Dan 7
' - data tersebut masih terdapat pengguna narkoba yang dihukum penjara Dimana hal : ,’
S ‘ ini bertentangan dengan aturan yang ada karena dalam Undnag - Undang No.35
Tahun 2009 tetang Narkotlka seorang penggtma diberikan hak rehabilitasi.
*Senada dari paparan di atas mengena1 hukum yang melindungi hak-hak dari -
' ipengguna Narkotlka maka hal ini merujuk pada tujuan pemldanaan kepada pelaku -
3 pengguna Narkonka sebaga1 Das Sollen yang dilakukan oleh Pemermtah dalam 7

. menerapkan aturan yang ada atau yang mengharuskan pemermtah ber31kap tentang .

, penjatuhan sankSI pidana dalam rangka memberikan efek Jera kepada pelaku .'
G deak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Perhndungan hukum sebagai Das sein
' adalah segala sesuatu yang men_]adl pelaksanaan dari Das Sollen baik yang sesuai-
e ‘dengan Das - Sollen maupun yang bertentangan sepertl proses pemuhhan pada
: pelaku baik fisik maupun psikis B
| Berdasarkan paparan di atas, maka penuhs tertank mengangkat penelman‘

ini dengan Judul “PENERAPAN STATUS PENGGUNA PADA TINDAK

K PIDANA NARKOTM DI WILAYAH TANGERANG”.

1 2 Identnfikasn dan Rumusan masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah |
| Berdasarkan uraian diatas, maka penulls mengldentlﬁkam masalah yang akan
i dlbahas dalam tesis ini yaitu ' ' .
L Penyebaran ‘Narkotika di Indonesra kian hari k1an ma51f dan menyebabkan -
menmgkatnya tmdak pldana penyalahglmaan Narkotika: Upaya- upaya |
7 : yang dllakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangl tmdak ’
pldana Narkotx_ka seakan ,_berb_,andmg lurus dengan .pemngkatan.

7 I3 - " https://jakarta. tribunnews. com/2021/01/0l/peredaran-na:koba—saat-pandenu-cowd-19— :
: tahun-ZOZO—dx-kota tangerang di unduh pada tanggal 5 Juli 2021 Pukul. 15.00 WIB. ‘ :

T Pehérapan Status,., Montana. Maruili Pakpahan, Fakultas Hukum, 2021 B



' Membeﬁkan sanksi pidana'penjarla bagi pengguna masih menjadi 'p'ilihan
utama bagi penegak hukum méskipun Undang—Undang Noinor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika sudah mengatur juga mengenai hak untuk -
mendapatkan rehabilitasi bag1 pengguna. )
2. Penerapan sank51 pidana penjara bagi pengguna dapat mengaklbatkanvk
endentaan yang lebih berat bagi para pengguna baik secara mental dan _
. fisik. Karena mereka tidak lebatl agar dapat terlepas dan jerat narkoba' ’
: sehmgga pembenan sanksi pidana penjara dinilai tidak efektif,

1.2.2. Rumusém Masalah v
Berdasarkan 1dent1ﬁka31 masalah di atas, maka penuhs mengevalua51
pennasalahan dalam bentuk pertanyaan yaltu ' N
1L Bagalmanakah penerapan hukuman yang sesuai bagi seorang pengguna
narkotika dalam prespektlf Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang :
' Narkotika ? - : 1 7
;2 - Bagaimanakah upaya optimélisasi pemberian hak rehabilitasi bagi
B * pengguna narkotika da]am prespektlf Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika ?
| 1 3\Tu.|uan dan Manfaat Penelitian -
1 3.1. Tujuan Penelman
L Untuk mengetahm penerapan hukuman yang sesuai bagl seorang
pengguna narkotika dalam prespektlf Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahul menganahsls dan mengkajl upaya optlmahsa51
- pemberian hak rehabilitasi bagl pengguna narkotika dalam prespektlf
‘ Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ‘
1 3. 2 ‘Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis .
' Hasﬂ penehtlan ini dlharapkan dapat memberikan kontnbus1 bagi
khasanan ilmu hukum pidana, khususnya dalam formulasi sanksi pidana |
terhadap pengguna narkotika dalam perspekﬁf hukum posiﬁf di Indonééia. -
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2. Secara Praktis |

- Hasil penehtlan ini d1harapkan dapat memberikan sumbangs1h pemlklran '

| kepada mstanSI_ terkait seperti. Pemerintah, Polri, dan penegak hukum .
lainnya dalam menerapkan sanksi pidana bagi pengguna narkoti‘karr‘nur'ni :

dan pengguna narkotika yang juga merupakan pengedar. -

1 4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
-1.4.1. Kerangka Teori
Penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran. teoritis,

* karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori vdengan keglatan- -

kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data.
. Sedangkan data adalah berdasé"rkém fakta-fakta yahg ada di lapangan. Teori-

: , menguralkan jalan ~ pikiran menurut kerangka . yang logis - artmya»
mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka
" teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut .
Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang dldasarkan oleh‘ |
pendapat para ahli hukum, akan dilihat terlebih dahulu pengertian asas hukum
- dalam beberapa kamus hukum. Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan
asas hukum dasar dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau
~ berpendapat) dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).'’ Asas-asas
‘hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau ﬁmdamenghu»kum.»

- Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang
o menjadi titik tolak berpikir'tentang »hrukum. Asas-asas itu merupakan titik
- tolak jugé bagi pembentukan undéng-undang dan inferpretaéi Undang—: '
undang tersebut.'® Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian tesis

ini penuhs menggunakan teon-teon dan a3as-asas hukum yang berlaku.

1 Soerjono Soekanto Pengantar Penelman Hukum Jakarta : Universitas Indonesm Prms
1984 hlm 122 - :
* 13 Sudarsono, Kamus Hukum Edzsz Baru, Yakarta : Rineka Cipta, 2007, him. 37.
16 Sudikno Mertokusumo, Penemuan hukum sebuah pengantar, Yogyakarta : Liberty, 2009,
him. 5. o : : : .
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Teori-teori yang penuhs gunakan dalam proposal penehtlan te51s ini adalah
sebagai berikut :
1. Teori Pertanggung;awaban Pldana ‘
Penggunaan  Teori . Pertanggungjawaban pidana ’sevba'gai Grand
~ Theory atau teori. besar dalam tesis ini. Menurut Roeslan Saleh, bahwa
~ mereka. telah mengadakan - analisis atas konsepsi pertanggungjawaban '
. pidana, yaitu dengan berkesimpuléli bahwa “orang yang berfahggungi awab
| ';atas apa yaﬁg telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu déngah
““kehendak bebas”. Sebenafnya jika hanya demikian saja mereka tidaklah
» memblcarakan tentang konsep51 pertanggung]awaban pidana, melainkan 7
membxcarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggung)awab dan
karenanya dlpandang adanya pertanggung]awaban pidana.'?
Ketentuan mengenai pertanggung]awaban pldana akan dlatur secara
' eksphslt dalam Pasal 37 Rancangan Kitab Undang—undang Hukum Pldana’
: (RKUHP) dmyatakan “Pertanggung]awaban Pidana adalah kond131 :
terpenuhinya celaan yang Ob_]ektlf dan celaan yang subjektif untuk dapat di
| pidanahya seseorang yang téléh : melakukan tindak Vpidana”. ‘D'iméma
* selanjutnya berdasarkan pasal ~38A dinyatakan “pertanggungiavvabén
o - pidana mélipﬁti unsur kemainpuah ’bertanggungiawab,rke_seﬁgajaan atau
~ke'a1paan dan tidék ada alasan pemaaf”.’®
2. Teon Tujuan Pemldanaan
. Middle theory adalah dunana teori tersebut berada pada level »
. -mezzo atau level menengah yang fokus kajiannya makro dan j Juga mikro.19
Teori tujuani pemidahaan sebagai Middle theory yang bersifat siksaan étau
'ipbenden'taan yang oleh Undang-ﬁndang hukum pidané diberikan kepada :
_seseorang yang melanggér sesuatﬁ norma yang ditentukan ﬁndang-uhdang
serta siksaan atau pendeﬁtaan'itukdengan keputusan hakim dijafuhkan
‘7 terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang bérupa siksaan atau

: 17 Ruslan Saleh dalam Lukman Haklm, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta Deepublish,
© 12020, hlm 103.

o Bpid, him. 28

1“’Hendeono 0p Cit, him. 33.
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penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman  (pidana), karena
jpelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang’

d1tenmkan oleh undang—undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran

- atau perkosaan kepentmgan hukum yang d111ndung1 oleh undang—undang -

hukum pldana Menurut Sudarto tujuan pemldanaan terbagl atas 3 (tlga)‘A
‘bagian antara lain : e |
a; Teor1 Relauf/tu_]uan 7 ,

‘Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan ‘
suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dlllhat dari masa _lampau

‘melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh

dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pldana bukanlah sekedar'
untuk pembalasan atau pengambllan saja, tetap1 mempunyal tujuan-
‘tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu. sendiri - tidak
’ mempuhyai nilai tetapiﬁebagai sarana untuk melindungi kepentingém '
’Vmésya'rakat maka teori 1111 disebut teori perlindungaﬁ masyarakat
Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan ]ahat
sebenarnya tidak begitu blsa dlpertanggung Jawabkan karena: terbuktl
| semangkm hari kualitas dan kuantitas ke_lahatan semangkm bertambah,
jadi penjatuhan pldana tidak menjamm berkurangnya kejahatan
b, Teor Absolut/pembalasan .
Teori ini mengatakan bahWa dldalam kejahatan itu sendln terletak
pembenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak di-
| éapai. Ada pemidanaah karena ada pelanggaran'hukum; Jadi menurut
teori 1n1 pidana dijatuhkah semata-mata karena orang telah melakukan ‘
kejahatan atau tindak pldana TuJuan utama dari pldana menurut teori
absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadllan sedangkan
- pengaruh-pengaruhnya adalah skunder ‘

11
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" hlm. 56.

c.- Teori Gabnngan | ; | 1 ‘
Teorl gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula ada
yang menitik beratkan pada pembalasan ada pula yang mgm agar unsur
pembalasan dan prefensi selmbar,g.20 ' '

3. Teori Perhndungan Hukum -

- Applied Théory adalah suatu teori yang berada dilevel inikfo dan
. siap untuk d1ap11kas1kan dalam konseptuahsam Teon perhndungan
- hukum sebaga1 Applied Theory dari Philipus M. Hadjon yang menegaskan .
| bahwa '
“Perlmdungan hukum adalah sebagm tindakan pemermtah yang' :
berSJfat preventif dan repreSIf Perlmdungan hukum yang preventif -
bertujuan untuk mencegah, terj admyak sengketa, yang mengarahkan
. tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam peng'ambilan '
keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindnngan yang represif. |
bertujuan untuk menyelesalkan terjadinya sengketa, termasuk ‘

. penangananya di lembaga peradilan” 2

Merujuk dari teori perhndungan hukum di atas, d1ka1tkan dengan‘ '
vpermasalahan yang teliti mengenm perhndungan hukum terhadap anak
pelaku tmdak pldana terorlsme yaltu tidak suny1 dari bahasa equalliy :

befare the law (Persamaan d1 Depan Hukum) Dalam konteks hukum -

keduanya mempergunakan haknya sebaga1 subyek hukum untuk menuntut’
~dan mempertahankan hak. Bahasa tersebut sangat sunpel tapl perlu :
ditelaah secara kritis, karena untuk menerapkan Asas Equality befare the

law tergantung dari paragdlgma‘subyek hukum itu sendiri. D;tuxjunkan o

" ‘menjadi teori hukum yang dianﬁt oleh para ilmiator. Selain itu jnga,j yang

PIndah Sr1 Utan Altran dan Teori Dalam Krzmznologz Yogy akarta : Thafa Medla, 2012,

- 2iendrojono. Op. Cn‘ hlm. 33 7 :
» f Zphillipus M. Hadjon, Perlmdungan Hukum Bagi Rakyat Ina'onesza Surabaya Bma Ilmu,
1987, him29. , :

12

Penerapan Status.., Montana Maruli, Pakpahan, Fakultas Hukum, 2021



- paling pentihg adalah Aparz;uir’ hukum didalam penegakannya.”® Konsep
Equality béfo‘re the law di délam negara Pancasila. Pancasila mengakui :
keberadaan persamaan dldepan hukum sebagal negara- hukum dengan
prm51p-pr1n51p HAM.

142, Kerangka Konseptual , ,
- Pendapat para ahli mengenal tmdak pldana ini berbeda-beda berkaltan o

dengan pandangan yang mereka anut, yaitu pandangan dualistis dan pandangan : S e

-monistis. Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin
: daiam istilah yang beliau gunakan dan mmusannya ’menami)akkan vbahwra’b ‘
 beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan Pompe
- 'yang merumuskan bahwa suatu tmdak pldana itu sebenarnya adalah tidak lain- -
daripada suatu ¢ tmdakan yang menurut sesuatu rumusan Undang—Undang telah '
dinyatakan sebagai tmdakan yang dapat dihukum”*
1. Pengertian Narkotlka ,
Secara umum, yang dlmaksud dengan narkotika adalah se_]ems zat yang'
dapat memmbulkan pengaruh—pengamh tertentu bag1 orang-orang yang _
| kmenggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh ‘
',VIstllah Narkotika yang dlpergunakan dlSlIll bukanlah “Narcottcs pada
Farmacologze (farmasx) melalnkan sama artinya dengan “Drug”, yaltuv |
sejenis zat yang apablla dlpergunakan akan membawa efek dan pengamh |
pengaruh tertentu pada tubuh si pemaka1 yaltu
‘a, - Mempengaruhi kesadaran ;
-b. _Membenkan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perllaku' |
T manusia
e Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa Penenang, Perangsang ‘
o (bukan rangsangan seks)

23Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Yogyakarta Pustaka -

. - Pelajar, 2011, him. 65.

24Adaml Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Ptdana Tindak Pzdana Teori-Teori
Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, him. 72.
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d Memmbulkan halus1na51 (pemakainya tidak mampu membedakan
antara khayalan dan kenyataan kehilangan kesadaran akan waktu
- dan tempat). ,
: 2.  Pelaku adalah sub_]ek atau orang yang berbuat’ suatu perbuatan buruk'atau
seseorang dengan melakukan suatu ke_]ahatan atau - pelanggaran yang .
7 , rmeruglkan orang Iam : G
- 3. Pecandi Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang—undang Nomor 35
7 Tahun 2009 Tentang “Narkotlka adalah Orang yang menggunakan atau
* menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada ‘
Narkotlka baik secara ﬁ51k maupun psikis.”*’ Dengan kond151 ﬁ51k Si- i
: _ pengguna atau pemakai yang,ketergantungan,narkotlka, hal inilah yang- |
R menjadi keadaan yang membahayakeih bagi pecandu Narkotika, sehingga
-~ dapat berakibat kerusakan organ tubuh dan dapat berakibat kemauan bagi si
o ) pengguna . \ ' :
= 4. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab aklbat sebab adalah kasusnya'
- dan - akibat adalah hukumnya orang  yang -terkena aklbat akan
- memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lam dan ,
- pihak berwajib.2? -
5. Penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tmdak kejahatan dan
' pelanggamn yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun Jl_wa si
' pemékai dan juga terhadap masyafakat disekitar secara sosial, maka dengan
melak‘ukanv pendekatan Vt:eon'tis, bahwa penyebab dari penyalahgunaan
narkotika adalah merupakan delik materil, s’édangkan perbuatannya untuk-
dituntut pertanggungjawaban pelaku, mempakah delik formil®

- 25 Moh Taufik Makaro et. al, Tzndaszdana Narkotzka PT Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
. hlm. 16-17 : )
%]bid, hlm. 29 ' :
"~ ¥ Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotlka, Lembaran'
Negara Tahun 2009 Nomor 143.
»Tri Andrisman, 4sas-Asas dan Dasar Aturan Hukum_ Pidana Indonesza Yogyakarta
leerty 2009, hlm. 21.- '
‘ 29Moh Taufik Makaro, Et. Al, Op.Cir, hlm 44
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Terapi dan rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pelayanan yang

diben'kan kepada pecandu untuk melepaskanﬁya darﬁketérgahtungannya'

o ‘pada‘narkoba sanipai ia dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba '

i Pelayanan biasanya diberikan oleh tim tenaga “professional yang
belpengalaman dan terlatlh 30

1 4. 3. Kerangka Pexmklran ‘ ,
Berikut ini adalah kerangka berfikir dalam penehtlan ini dapat dlhhat -
pada bagan dibawah ini : '

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK '
INDONESIA TAHUN 1945 -

v

Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

v

Tidak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

v

1. Bagalmanakah penerapan . hukuman yang sesuai - bagi - seorang

pengguna narkotika dalam prespektlf Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotlka ? |

2, Bagaunanakah upaya optxmahsasi pemberian hak rehabilitasi bagi
pengguna narkotika dalam prespektif Undang-Undang Nomor 35
‘Tahun 2009 tentang Narkotlka ?

Gaxhbar 1.1 Kerangka Pemikiran

1 5. Metor'de Penelitian
151 Jems Penelitian 4 7
* Dalam metode penelitian ini penuhs menggunakan jenis penehtlan hukum
yurldls normatlf Penehtlan hukum normatif bisa j ]uga disebut penehtlan hukum

3 AR Sujono dkk, Komentar dan Pembahasan Undang—Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotlka, Smar grafika, Jakarta, 2011 him. 74
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doctrinal yang 'maha dikonsepsikan Sebagai apa yahg’ tertulis dalam peraturan

. perundang—undangan (lawinbook) atau hukum yang dikonsepsikan sebagal kaldah,

B ;'atau norma yang merupakan patokan berpnlaku masyarakat terhadap apa yang'

, dlanggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai
éi)a'yang ada dalam tindakan (lawinaction). Penelitian hukum normatif atau
| kepustakaan merupakan penelitian hlllkum yang dilakukan dengan cara meneliti -
*bahan pustaka atau data sekunder.
Metode . penelitian  yuridis 1110rmat1f yaltu penelitian yang dalam 7

R ,pengkajlannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-

o ~ secara terpennm sebagal berikut:

- kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teon-teon dan doktrin
- hukum yunsprudenm dan bahan-bahan kepustakaan lamnya yang relevan dengan
topik penehuan '

1.5.2, Pendekatan Penelitian

| Metode pendekatan yang dlgunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang-undangan (statuteapproach) Pendekatan ini- >d11akukan dengan
- -menelaah semua peraturan perundanlg-undangan yang bersangkut paut dengan
masalah (isu hukum) yang sedang d1hadap1 '

: Pendekatan yang digunakan ada]ah Metode pendekatan yang dlpergunakan

b' dalam penehtlan ini adalah metode pendekatan yuridis normatlﬂyundls dogmattc
~ Serta mengunakan pendekatan perundang—undangan dan pendekatan kasus.
- Artinya, dalam mengkaji dan meneliti masalah tersebut mengacu kepada peraturan
) perundang—undangan dan kasus atau hasﬂ putusan pengadilan. ‘

Metode penelitian hukum normatlf yaitu suatu metode dengan mengkajlk
norma-norma hukum  atau peraturan perundang-undangan yang . berlaku dan
'mengahs1s ‘masalah. Logika kel]muan penelitian - hukum normatif dlbangun
' ‘berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cam kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu ‘
' hukum yang obyeknya hukum itu sendm |
‘ 1.53. Sumber Bahan Hukum
, Sumber bahan hukum dalam proposal penelitian te51s ini dapat dljelaskan

S a. Bahan Hukum Primer
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Bahan hukum primer yaifu ba‘han-bahan'hul:(um yang‘ mengikat
~ yang - meliputi séjumlah *peraturan p'erundang-undahgan' | Da]am B
- penelitian ini, ‘bahan hukum pnmer yang penulis gunakan adalah :
l) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945 :
2y Repubhk Indonesia Undang—Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo

' Undang—Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang—
“Undang Hukum Pldana (KUHP) ' ‘ : )

| 3) Repubhk Indonesw Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981A

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) B

4) Republik Indonesia Undang-Undang - Nomor 22 tahun' 1997 -
| tentang P51kotrop1ka Lembaran Negara Repubhk Indonesxa' _
Tahun 1997 No. 67. , , , ,
5) Repubhk Indonesm Undang—Undang Nomor No. 5 tahun 1997 .
' tentang Narkotika Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 8
1997No.10. | .
6) Republik Indonesia Undang-Undang Nomor Nq. 35 tahun 2009
ehtang Narkoﬁka Lembarari Negafa Republik Indonesia Tahun
-2009 No. 142 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone51a '
7 - Tahun 2009 No. 5062. LT
77) Draft Naskah Akademls Rancangan Undang—Undang Narkotlka :
 versi BNN Tahun 2017
b. Bahan Hukum Sekunder

’ Bahan hukum sekunder yaltu bahan hukum, yang memberlkan

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa undang-' N

~undang, hasil penehtlan buku-buku, jurnal 1lm1ah yurlspndensr
‘doktnn ,wawancara, makalah, karya-karya ‘ilmiah dan dokumen-
dokumen tertuhs lamnya
c. Bahan Hukum Tersier =~ = —
' Bahan hukum - tersier, ya1tu bahan hukum yang memberlkan ) j,
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan ‘hukum primer - dan ,
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‘sekunder yang berupa kamus bahasa, kamus hukum, en51kloped1a dan
sebagamya : ‘
: 1’1 5.4. Tekmk Pengumpulan Bahan Hukum
| Menurut Tanzeh menyatakan bahwa “Pengumpulan data adalah prosedurn
yang 51stemat1k dan standar untuk memperoleh data yang yang dlperlukan” 3
Teknik pengumpulan bahan hukum erupakan langkah yang pahng pentmg,
: karena tuJuan utama dari penehtlan adalah. mendapatkan data yang memenuhlf :
| ‘standar data yang dltetapkan Teknik pengumpulan data dapat dllakukan melalul -
kueswner dokumentas1 dan gabungan.’ 32 Pada penehuan ini, teknik pengambllan, '
kues1oner tidak dipilih lantaran mennhkl keterbatasan untuk menggah mforma51 S
: yang lebih dalam dlbandmgkan ketlga ekmk lamnya k ; : y
_ Jadl dapat d151mpulkan bahwa teknlk pengumpulan bahan hukum dalam a
B penehtlan kualitatif yang pahng utama adalah dengan menggunakan studl_

- dokumentasi dan lamnya sebagal tekmk pendukung untuk melengkap1 data yang 3
: ;’ akan diperoleh d1 lapangan.
L i 1. 5 5.Metode Analisis Bahan Hukum g ;
| Dlperoleh me1a1u1 studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder 7
i dan data tersier, kemudlan disusun secara 31stematls sehingga dlperoleh gambaran
e yang ményeluruh ' ‘Kemudian ' data tersebut disusun ~secara Sistematis” dan
S d1k1a31ﬁkasxkan secara kualitatif dalam kategon tertentu, kemudlan lakukan proses
o pengolahan data untuk mempelmudah penelman |
1 6 Slstematlka Penuhsan - ,
Slstematlka penuhsan proposal penelman tesis ini terdiri dan 5 (lima) bab
Pada masmg-masmg bab terbagi dalam beberapa sub bab, yaltu sebaga1 benkut
 BABI  : PENDAHULUAN
© 11.Latar Belakang Masalah
- L 2 Identlﬁka51 dan Rumusan Masalah R
13. Tu]uan dan Manfaat Penehtlan '

- 3'Ahmad Tanzeh, Op.Cit, him. 83
- *?Sugiyono, Op.Cit, him. 308.
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BABHI :

_BABIN :

| 14, Kerangka Teon Kerangka Konseptual dan Kerangka‘

Pemikiran’ -
L.5. Metode Penelitian ;

- 1.6. Sistematika Penulisan

TINJAUAN PUSTAKA

" 2.1 Tindak Pidana =~

2L 1. Definisi T mdak Pldana » | v

212, Unsur-Unsur Tindak Pldana

2.2. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotlka, : _
221 Definisi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika o

222, Macam-Macam Jenis Penyalahgunaan Narkotlka

2.3. Regulasi Dalam Undang—Undang Narkotlka '
23.1. Hukuman Bag1 Pengguna Narkonka
232 Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotlka :
2.3.3. Penerapan Sanksi Pldana Bagi Pengedar Narkotlka

24, Pengguna Narkotika Sebaga1 Korban

24.1. Pengguna Narkotika o

© 242, Pengguna Narkotika: Yang Juga Pengedar L

2 43, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotxka
PENERAPAN HUKUMAN YAN G SESUAI BAGI SEORAN G
PENGGUNA ~ NARKOTIKA  DALAM  PRESPEKTIF

\ UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANGv
'NARKOTIKA.
3.1, Tindak P1dana Penyalahgunaan Narkoba Sebaga1 Extra

Ordinary Crime

32, deak Pidana Penyalahgunaan Narkotlka di Wllayahr ‘

Tangerang L :
3. 21 Bentuk Penyalahgunaan Narkotlka di Wilayah :

Tangerang

. 7 3 3 Perbedaan Antara Pengguna dan Pengedar Dalam Tindak -

Pldana Penyalahgunaan Narkotika
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33.1. Penegakan Hukum Terhadap Pengedar dan Péngguna
| Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Tangerang
"3.32. Analisis Sanksi Pidana Bagi Peﬁgguna dan Pengedar
Dalam Undang — Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang
oo . - Narkotika - o
'BABIV : UPAYA OPTIMALISASI PEMBERIAN  HAK
an REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NO. 35 TAHUN
2009 TENTANG NARKOTIKA
4 l Hak Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika dalam Prespektlf
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotlka '
4.2. Optimalisasi Pembenan Hak Rehablhtam Bag1 Pengguna
Narkotlka dalam Prespektif Undang—Undang Nomor 35 Tahun
; 2009 tentang Narkotlka
BABV : PENUTUP
5. 1.Kesimpulan ' .
52 Saran
DAFTAR PUSTAKA
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